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ABSTRAK 
 
Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang 
 
Analysis of Implementation of Tax Accounting at Health Department 
Enrekang 
 
Nuraeni 
Darwis Said 
Muh. Nur Azis 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
implementasi akuntansi perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. 
Data diperoleh dari observasi dan interview. Temuan dari penelitian ini adalah 
hasil analisis mengenai perhitungan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN 
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang menunjukkan 
bahwa pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan dan PPN yang dilakukan 
telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hasil analisis mengenai 
pencatatan pajak penghasilan (PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN) yang dilakukan 
telah sesuai dengan standar akuntansi yang lazim berlaku. Hasil analisis 
mengenai pelaporan pajak penghasilan (PPh pasal 21, 22, 23) dan PPN yang 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan yang lazim berlaku. 
 
Kata Kunci : akuntansi perpajakan, pajak penghasilan, PPN 
 
The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of 
tax accounting at the Department of Health Enrekang. Data obtained from 
observations and interviews. The findings of this study is the result of an analysis 
of the calculation of income tax article 21, article 22, article 23 and VAT are 
conducted by the Department of Health Enrekang which showed that the 
implementation of the calculation of income tax and VAT are conducted in 
accordance with the Taxation Act No. 36, 2008. The results of the analysis of the 
recording of income tax (income tax article 21, 22, 23 and VAT) were carried out 
in accordance with the prevailing accounting standards. The results of the 
analysis of the reporting of income tax (income tax article 21, 22, 23) and VAT 
are conducted by the Department of Health Enrekang accordance with financial 
accounting standards and tax regulations that are usually in force. 
 
Keywords: accounting for tax, income tax, VAT 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan 
merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. 
Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup 
kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. 
Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak 
sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.  
Pajak mengurangi penghasilan kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, 
perolehan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian 
dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan-
pembangunan. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan 
dalam pos penerimaan negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi 
kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Untuk 
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang 
tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun 
semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan 
masyarakat.  
Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan 
baik untuk belanja rutin maupun pembangunan Dalam meningkatkan penerimaan 
pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang 
punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan 
kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara 
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Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal 
Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan 
Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi 
suatu Negara dan juga semua masyarakatnya atas hal tersebutlah diharapkan 
masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi 
dari wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada Negara sebagai salah satu 
bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak 
(Zain, 2005). 
Salah satu implementasi akuntansi perpajakan adalah dengan 
menggunakan Sistem pemungutan pajak dengan self assessment system, yaitu 
sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam self assessment system wajib 
pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang menurut Undang–undang pada suatu masa pajak,  
sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. 
Implementasi akuntansi perpajakan yang menjadi fokus peneltian ini 
adalah pada PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23, dengan mengambil obyek 
penelitian pada Dinas Kesehatan kabupaten Enrekang. Sebagai instansi 
pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan, maka perlu memperhatikan 
mengenai pajak penghasilan atas karyawan atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 
adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan 
oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 
jasa, dan kegiatan lainnya yang pemungutanya telah diatur dengan Undang-
Undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan 
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kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum. Begitu pula dengan Pasal 22 
merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah 
Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara 
lainnya, berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sedangkan 
Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk 
usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, 
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 
Pasal 21. 
Pentingnya penerapan atau implementasi akuntansi perpajakan atas 
ketiga pasal yang ada pada Pajak Penghasilan yakni pasal 21, pasal 22, dan 
pasal 23, karena menyangkut mengenai gaji karyawan, sedangkan pajak 
penghasilan 22 atas pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMN 
dan BUMD. Pasal 23 menyangkut pajak yang dipotong atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Namun permasalahan yang 
terjadi bahwa implementasi akuntansi perpajakan yang dilakukan pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan teori akuntansi. Oleh 
karena itu dengan adanya fenomena tersebut di atas maka perlunya Dinas 
Kesehatan Kabupaten Enrekang untuk melakukan implementasi akuntansi 
perpajakan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 yang sesuai dengan 
ketentuan/penerapan akuntansi perpajakan yang berlaku. 
Kemudian dilihat dari pelaksanaan akuntansi PPN yakni berkaitan dengan 
dengan pencatatan akuntansi pajak masukan yakni untuk mencatat besarnya 
pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian 
dan akun pajak keluaran dan PPN akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang 
dipungut atau disetor ke kas negara atas transaksi. 
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Upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan 
penerimaan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan suatu pemeriksaan 
pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan 
(SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar self assessment system, dimana 
proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah 
informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan 
informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai 
pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi. 
Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah Self 
Assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan 
demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji 
kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak 
telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Implementasi 
Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti 
mengidentifikasi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 
“Bagaimanakah implementasi akuntansi perpajakan Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang”. 
1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui dan 
menganalisis implementasi akuntansi perpajakan Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang”. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  
Kegunaan yang diharapakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 
antara tetori dan praktek yang sebenarnya terjadi di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang dan tentunya sebagai sarana untuk menambah 
wawasan dalam hal meningkatkan masalah akuntansi perpajakan. 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang 
bermanfaat dalam dunia akademis tentang implementasi akuntansi 
perpajakan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca 
dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis 
besar dapat diuraikan sebagai berikut. 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang  
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan. 
Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori dan 
kerangka pikir. 
Bab ketiga merupakan metode  penelitian, rancangan penelitian, daerah  
dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode 
analisis. 
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Bab keempat merupakan gambaran umum obyek penelitian, hasil 
penelitan dan pembahasan.  
Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan 
Akuntansi Perpajakan atau akuntansi pajak (tax accounting) merupakan 
bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. 
Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi 
dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan 
kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta 
disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun 
ada ketidak cocokan aturan antara akuntansi pajak dengan pedoman laporan 
keuangan.  
Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan 
saja. pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga 
meliputi kegiatan menganalisa dan meninterpretasi aktivitas ekonomi suatu 
perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan 
akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan secara tepat. secara singkat, tujuan utama akuntansi adalah 
menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan.  
Secara sederhana akuntansi pajak dapat didifinisikan sebagai  sistem 
akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan 
membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi 
(transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan 
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dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-
undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak 
adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan 
keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.  
Pada perusahaan skala menengah dan besar, kesadaran akan 
pentingnya akuntansi pajak telah ada dan diterapkan secara serius. Akan tetapi 
tidak sedikit perusahaan (apapun sekalanya) belum menyadari pentingnya 
akuntansi pajak. Ada kecendrungan untuk mengabaikan atau tidak mau pusing 
mengurusinya, sehingga diserahkan kepada konsultan, yang hampir pasti tidak 
mengetahui operasional perusahaan yang ditanganinya secara benar dan detail, 
yang sangat mungkin dapat menjerumuskan perusahaan.  
Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk disajikan 
sebagai laporan perpajakan. Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan 
bahasan mengnenai peraturan perpajakan, baik mengenai PPh, PPn, dan pajak-
pajak daerah dikaitkan dengan akuntansi. Praktik akuntansi sangat erat 
kaitannya dengan praktik perpajakan. Namun, standar maupun aturan yang 
menjadi acuan dari kedua bidang tersebut memiliki beberapa perbedaan penting, 
sehingga tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi kalangan praktisi, 
perusahaan, maupun individu. Padahal berbagai produk yang dihasilkan sesuai 
dengan standar akuntansi menjadi masukan (input) dalam perhitungan pajak. 
Secara tradisional, pemungutan pajak dianggap mempunyai tujuan 
ganda, yaitu penerimaan (revenue, budgetary) dan pengaturan (regulatory). 
Dalam fungsi budgetnya pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpul dana 
(money making machine) untuk pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) 
pemerintah. Dari pahak diharapkan menghasilkan penerimaan yang pantas 
(adequacy) dan stabil  secara kontinyu. Sebagai instrumen pengatur, pajak 
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dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat, misalnya untuk menuju pertumbuhan ekonomi, redistribusi 
pendapatan dan stabilisasi ekonomi. 
Dalam perekonomian terdapat faktor-faktor produksi, seperti modal 
(investasi), sumber daya alam, tenaga dan manajemen. Untuk mempengaruhi 
alokasi optimal sumber daya dan dana itu, kebijakan perpajakan (tax policy) 
dapat diarahkan pada sikap netral (tidak mempengaruhi alokasi dan 
menyerahkan kepada bekerjanya mekanisme pasar) atau cenderung diarahkan 
untuk mempengaruhi alokasi. Misalnya, kepada suatu sektor tertentu 
(pemerintah mengendalikan sektor pemroduksi barang dengan regulasi pajak). 
Pada fungsi distribusi, kebijakan pajak diarahkan untuk mempengaruhi 
penyebaran (pemusatan atau pemerataan) pemiliknya atau penguasaan faktor 
produksi dan pemerataan hasil pembangunan (pendapatan  dan kekayaan). 
Melalui politik perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi stabilisasi ekonomi 
dengan tingkat pendayagunaan tertentu, sumber daya manusia, stabilisasi harga 
dan tingkat inflasi. 
Akuntansi perpajakan, secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi 
perpajakan itu  karena ia merupakan implementasi ketentuan perpajakan. 
Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang 
warnanya dipengaruhi oleh   fungsi pajak. Sementara itu, konsep-konsep dasar 
akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Walaupun 
karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengan 
karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan komersial, konsep-konsep dasar 
akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya.  
Pasal 4 ayat (4) UU KUP 2007 meminta kepada wajib pajak badan yang 
semuanya wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi 
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yang wajib dan (tidak wajib), tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan untuk 
melengkapi SPT Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang berupa 
neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan-ketrangan lain yang 
diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dengan tidak 
adanya penggarisan laporan keuangan itu, dalam praktek terdapat pendapat 
yang mendua antara laporan fiskal dan laporan keuangan komersial. Dengan 
demikian, kita perlu menyadari SPT itu khusus untuk tujuan perpajakan, 
sementara orang berpendapat secara  implisit laporan keuangan itu merupakan 
laporan yang disusun berdasarkan  ketentuan perpajakan (laporan keuangan 
fiskal). Sesuai dengan proses penyusunan, laporan itu merupakan laporan 
keuangan yang semula disusun berdasarkan   kebiasaan dan praktek akuntansi 
komersial, kemudian disusun kembali sesuai  dengan ketentuan perpajakan. 
Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi 
sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam sistem self 
assessment, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga 
laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan. Selain untuk kebutuhan 
informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk 
mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, 
terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajak. Pada kedua 
aktivitas itu laporan keuangan merupakan sasaran utama eksaminasi. Sebagia 
pendukung SPT laporan keuangan dari sistem self assessment merupakan 
laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang 
diserahkan kepada tiap wajib pajak. 
Muljono (2010:2) mengemukakan bahwa: “Akuntansi pajak adalah bidang 
akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada 
peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan”. Prinsip-prinsip 
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yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, 
kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif. Fungsi 
akuntasi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan 
keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan 
sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi 
pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya 
banding dan lengkap. 
Trisnawati (2007:5) menjelaskan bahwa: 
Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan 
perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntasi komersial. 
Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komesial yang diatur 
dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan 
untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi 
pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun SPT. 
 
Gunadi (2007 : 12) mengemukakan bahwa:  
Konsep dasar akuntansi umumnya berlaku terhadap Akuntansi Perpajakan 
sehingga ciri kualitatif informasi pelaporan perpajakan pada umumnya sama 
dengan ciri kualitatif informasi  keuangan. Ciri-ciri itu meliputi : a. Relevan, b. 
Dapat dipahami, c. Keandalan, d. Dapat diperbandingkan. 
 
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 
pemakai dalam proses pengambilan keputusan (dapat mempengaruhi keputusan 
ekonomi pemakai). Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan 
materialitasnya. Agar berkualitas, informasi harus dapat dengan mudah dipahami  
oleh pemakai (dengan asumsi pemakai mempunyai pengetahuan tentang 
aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi sewajarnya). Istilah keandalan 
(reliabilitas) merujuk pada keadaan bebas dari pengertian yang menyesatkan, 
kesalahan  material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang 
tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan (transaksi dan peristiwa) atau 
yang secara wajar diharapkan dapat disahkan. Selain penyajian jujur, keandalan 
informasi juga ditentukan dengan kriteria, seperti substansi mengungguli bentuk 
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(substance over form rule), netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. 
Daya banding suatu laporan diukur dari beberapa aspek perbandingan, antara 
lain antar periode (untuk mengidentifikasi trend posisi dan kinerja) dan antar 
perusahaan (untuk menilai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 
keuangan) 
Laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk pemenuhan ketentuan 
perpajakan, yang kadang kala diwarnai oleh kegiatan dan kebijakan tertentu   
sehingga netralitas laporan terhadap para pemakai laporan kurang jelas. 
Demikian juga, daya banding laporan keuangan fiskal lebih merujuk kepada 
derajat komparabilitas antar wajib pajak dengan usaha sejenis. Selain itu, sesuai 
dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) UU KUP 2007, karena SPT harus diisi 
dengan  benar dan lengkap, laporan keuangan fiskal juga harus benar dalam arti 
sesuai dengan peraturan perpajakan, bebas dari kesalahan material dan lengkap 
dalam arti mencerminkan keadaan usaha dan kegiatan wajib pajak sepenuhnya 
luput dari kekurangan material. 
Karena bersifat khusus, pemakai laporan keuangan fiskal lebih sedikit 
dibandingkan dengan pemakai laporan keuangan komersial. Pemakai laporan 
keuangan fiskal selain administrasi pajak (termasuk manajemen), juga konsultan 
pajak dan pihak yang berminat terhadap perpajakan. Adalah suatu fakta bahwa 
kemampuan para pemakai laporan keuangan fiskal dalam memahami, 
menganalisis dan menginterprestasikan laporan itu amat bervariasi seperti 
halnya dalam kasus laporan keuangan komersial. Demikian juga dengan para 
penyusun laporan keuangan fiskal. Oleh karena itu, penyusunan dan 
pemahaman laporan itu memerlukan kemahiran khusus seperti : akuntansi, 
mengetahui teknik data prosesing dan pengetahuan perpajakan yang memadai. 
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Menurut Purba (2009:5) mengemukakan bahwa: ”Akuntansi pajak 
penghasilan sering dianggap sebagai suatu disiplin ilmu yang terpisah dari 
akuntansi keuangan”. Padahal akuntansi pajak penghasilan sebetulnya adalah 
bagian ilmu akuntansi keuangan yang seharusnya sudah diajarkan dalam mata 
kuliah akuntansi keuangan menengah atau Intermediate accounting. 
 
2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan 
Akuntansi keuangan menggunakan konsep, metode, prosedur, dan 
teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada 
aktiva bersih perusahaan sebagai suatu entitas. Konsep, metode, prosedur, dan 
teknik-teknik demikian itu juga diperlukan oleh setiap sistem perpajakan sebagai 
dasar penetapan pajak atas penghasilan, meskipun pada akhirnya, pertimbangan 
utama harus tetap didasarkan pada kemampuan membayar dari wajib pajak, 
itulah sebabnya, antara disiplin akuntansi keuangan dan disiplin akuntansi 
perpajakan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. 
Tujuan pokok akuntansi keuangan menurut Yusdianto Prabowo                
(2006:36) adalah untuk dapat menyajikan secara wajar keadaan atau posisi 
keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai suatu entitas. Informasi demikian 
itu disajikan dengan maksud agar dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat 
keputusan-keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
eksistensi perusahaan, khususnya para pemodal dan para kreditur. Untuk dapat 
menyajikan informasi yang dimaksud, antara lain diperlukan adanya suatu proses 
penetapan dan matching secara periodik antara pendapatan dengan beban atau 
pengorbanan-pengorbanan yang diperlukan untuk merealisasikan pendapatan 
tersebut. Hasil akhir dari proses matching antara beban dengan pendapatannya 
itu adalah berupa laba atau rugi periodik. Oleh karena itu, proses penetapan dan 
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matching antara beban dengan pendapatannya seringkali juga disebut sebagai 
penentuan laba rugi periodik (income determination). Untuk penetapan atau 
penghitungan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan 
sebagai wajib pajak. Laba atau rugi periodik merupakan salah satu komponen 
penghasilan bruto sebagai elemen Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
Lebih lanjut Yusdianto (2006:37) mengemukakan bahwa: 
Tujuan pokok akuntansi perpajakan adalah untuk menentukan jumlah 
penghasilan kena pajak (penghasilan yang akan digunakan sebagai dasar 
penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau 
diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban 
dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. 
Sementara itu, pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar 
berbagai asas, tujuan, dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar di 
antaranya justru tidak berhubungan dengan penentuan laba rugi periodik atau 
penetapan beban dan pendapatan sebagai salah satu tujuan pokok akuntansi 
keuangan.   
 
Beberapa asas, tujuan, dan pertimbangan yang seringkali digunakan di 
dalam pemungutan pajak (penghasilan) yang barangkali cukup beralasan untuk 
dipakai sebagai dasar pembenaran akan adanya perbedaan antara disiplin 
akuntansi keuangan dengan disiplin akuntansi perpajakan, antara  lain: 
1. Pemungutan pajak penghasilan, antara lain menganut suatu asas keadilan 
pajak bagi para wajib pajak. 
2. Penagihan pajak pada saat wajib pajak memiliki kemampuan untuk 
membayar sebagai asas pemungutannya. 
3. Prinsip kemudahan atau kepraktisan administratif bagi wajib pajak dalam 
mematuhinya. 
4. Prinsip bahwa kerugian dan/atau keuntungan dapat ditangguhkan untuk 
tujuan pengenaan pajak, apabila hal demikian diperlukan oleh para wajib 
pajak dalam rangka mempertahankan kontinyuitas kepemilikan atau usaha, 
dan pengoperasian aktiva atau modalnya. 
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Asas, tujuan dan pertimbangan-pertimbangan demikian itu, meskipun 
tidak bertentangan namun jelas berbeda, dan tidak berhubungan dengan hanya 
sekedar tujuan untuk mempertemukan secara layak antara beban dengan 
pendapatannya, seperti halnya tujuan pokok disiplin akuntansi keuangan. 
 
2.1.3 Pengertian Pajak 
Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula 
kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena 
yang selalu berkembang di Masyarakat. Pencanangan perdagangan bebas (free 
trade) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era 
globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak 
dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomis serta yang paling penting 
yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan 
ekonomi internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang 
menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah 
hokum. 
Salah satu bagian yang disoroti adalah hokum pajak. Hukum pajak ini 
yang sering disebut dengan hukum fiscal, yaitu keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. 
Dengan kata memungut, terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan 
seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.  
Menurut Waluyo (2010:2), mengemukakan pengertian pajak sebagai 
berikut:  
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara 
yang menyelenggarakan pemerintahan”. 
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Dalam definisi di atas memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, 
sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yang fungsi mengatur. 
Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak 
dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi 
hokum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat 
yang diletakkannya, sebagai contoh : segi penghasilan dan segi daya, namun 
kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi. 
Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan Negara adalah bersumber dari 
sektor pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2012:1) 
mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat 
kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan 
kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya 
pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara 
diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah. 
Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap 
wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari 
menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor 
pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk 
membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan 
kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan 
nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan 
kesejahteraan bangsa dan negara. 
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Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan system 
perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem self-assessment yang 
berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya 
sistem self-assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan 
kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya 
sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. 
Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat ini 
menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing 
yang telah menetap di Indonesia selama 183 hari secara berturut-turut dan 
memperolah penghasilan dari kegiatan usahanya wajib untuk melakukan 
kegiatan Indonesia. Dengan adanya system self-assessment yang diterapkan 
oleh pemerintah dalam bidang perpajakan, berarti kewajiban perpajakan setiap 
wajib pajak, dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib 
pajak ke pemerintah dalam hal ini kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak 
terdaftar atau berdomisili. 
Abut (2007:1) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada 
Negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak 
mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran kepada umum“.  
Selanjutnya pengertian pajak dikemukakan oleh Agoes (2010:4) 
mengatakan sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 
jasa timbsal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum“. 
Purwono (2010:7), mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut: 
“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang 
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pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli 
ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang dapat 
disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu: 
1. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara 
2. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat 
memaksa 
3. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk 
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan 
penyelenggaraan Pemerintah 
5. Secara khusus, undang-undang menambah bahwa penggunaan iuran pajak 
adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan 
kesejahteraan. 
 
2.1.4 Fungsi  Pajak 
Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun 
sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang 
sangat penting bagi negara. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang 
memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta 
masyarakat Wajib Pajak (tax payer) harus menjadi perhatian semua pihak. 
Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2009:2) yaitu: 
1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) 
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 
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maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui 
penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak 
Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. 
Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber  keuangan 
untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan 
dapat berupa gaji/upah atau  laba  dari usahanya. Sedangkan bagi suatu  
negara,  sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.   
Disamping itu, negara mempunyai sumber  penerimaan lain sebagai berikut: 
a. Hasil pengolahan bumi, air dan kekayaan alam, seperti tercantum pada 
pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
b. Keuntungan dari perusahaan negara baik Persero, Perum maupun 
Perusahaan jawatan (Perjan). Pemilikannya dapat berbentuk Badan 
Usaha Milik Negara  (BUMN) maupun Badan Usaha  Milik  Daerah 
(BUMD) 
c. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah  
karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus 
diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi 
pelanggaran hukum. 
d. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non 
tax (bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat. 
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e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari  luar negeri maupun 
dari dalam negeri. 
f. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun  hasil pengelolaan 
kekayaan negara lainnya. 
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 
dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar  bidang keuangan. Beberapa 
contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah: 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi 
transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka 
tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 
harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-
lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup 
mewah). 
b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 
(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 
pendapatan. 
c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 
terdorong mengekspor hasil propduksinya di pasar dunia sehingga 
akhirnya dapat memperbesar divisa negara. 
d. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 
tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, 
dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri 
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tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi 
(membahayakan kesehatan). 
e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang 
diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan 
untuk mendorong perkembangam koperasi di Indonesia. 
f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 
agar menanamkan modalnya di Indonesia. 
Adapun penerapan fungsi mengatur yang pernah dilakukan di Indonesia 
antara lain: 
1. Untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor, 
maka pemerintah menetapkan kebijaksanaan pengenaan tarip Bea Masuk 
yang tinggi bagi barang-barang industri luar negeri yang dimasukkan ke 
Indonesia 
2. Untuk menarik pemilik modal asing agar bersedia menanamkan modalnya di 
Indonesia, maka perlunya diberikan fasilitas seperti pembebasan pajak. 
3. Untuk menekan pola hidup mewah, pemerintah mengenakan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang cukup tinggi bagi konsumsi barang mewah 
4. Untuk menunjang Program Keluarga Berencana dalam rangka menekan laju 
tingkat pertambahan penduduk, maka pemerintah menetapkan jumlah anak 
dan anggota keluarga lain yang dapat diperhitungkan dalam menentukan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak dibatasi paling banyak tiga orang.  
5. Untuk mendorong perkembangan koperasi dalam kaitannya dengan usaha 
meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka Sisa Hasil Usaha yang 
diperoleh koperasi yang semata-mata kegiatannya hanya dari dan untuk 
anggota dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan. 
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2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 
 Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan 
yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang dikenal dengan PPh 
Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 
sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan sejenis lainnya. 
Adapun yang dimaksud kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian 
tindakan, termasuk mengikuti rapat, siding, seminar, lokakarya (workshop), 
pendidikan, pertunjukan, dan olahraga. Besarnya PPh Pasal 21 dikenakan tariff 
sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang PPh, kecuali pada berbagai kegiatan 
yang dikenakan tariff sesuai dengan Peraturan Pemerintah, seperti yang telah 
dibahas sebelumnya. 
Muljono (2010:221) mengemukakan bahwa: “Pajak penghasilan pasal 21 
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 
pekerjaan, jabatan dan jasa, dan kegiatan sejenis lainnya“. 
Mardiasmo (2012:162) mengemukakan definisi pajak penghasilan pasal 
21 adalah sebagai berikut:  
“Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 
apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang pribadi. Subyek pajak dalam negeri, sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. 
 
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian 
tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya, (workshop), 
pendidikan, pertunjukan, dan olahraga. Besarnya PPh pasal 21 dikenakan tarif 
sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh, kecuali pada berbagai kegiatan 
yang dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah.  
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Pohan (2013:69) mendefinisikan pengertian pajak penghasilan pasal 21 
sebagai berikut:  
“Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk 
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang pribadisubyek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. 
 
Munawir (2007:97) mengemukakan definisi pajak penghasilan pasal 21 
sebagai berikut: 
 “PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 
dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 
maupun wajib pajak luar negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 
21 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan 
sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 
2000, sedangkan undang-undang yang baru No.36 tahun 2008 yang harus 
dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh pemberi penghasilan atau pemberi 
kerja yang selanjutnya disebut sebagai pemotong pajak”. 
 
Ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang 
pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam 
negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 
Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: 
1. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan. 
2. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan 
yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. 
3. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau 
keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan 
dilakukan. 
4. Bea siswa adalah pembayaran kepada karyawan tetap, tidak tetap dan calon 
karyawan yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program 
pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak 
atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi 
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kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian 
kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan. 
5. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk 
mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, 
pertunjukan, dan olahraga. 
6. Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem 
penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai 
oleh orang per orang sebagai distributor perusahaan multilevel marketing 
atau direct selling. 
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya. 
 
2.1.6 Penerimaan PPh 21 
 
Peneriman pajak penghasilan merupakan hal yang penting,karena 
penerimaan pajak berguna untuk membiayai pembangunan dan menjalankan 
roda pemerintahan.Salah satunya adalah penerimaan PPh pasal 21 pribadi, 
karena peningkatan jumlah wajib pajaknya yang terus meningkat sehingga akan 
meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.  
Lubis (2006:37) menyatakan bahwa manfaat penerimaan pajak adalah: 
1. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. 
Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pengembangan pembangunan 
memerlukan biaya.Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan 
pajak. 
2. Pajak merupakan alat pemerataan pendapatan. 
Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan 
pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu.Peranan pajak 
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sebagai alat pemerataan ini sangat penting untuk menegakkan keadilan 
sosial. 
3. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi. 
Salah satu fungsi pajak adalah budgeter,apabila masih ada sisa dana yang 
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan 
tersebut dapat dipakai untuk tabungan pemerintah.  
 
2.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22/PPh 22 
Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah 
satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan 
oleh fihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan 
terhadap kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan 
pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan 
PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 
“menguntungkan” sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan 
mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak 
tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan. 
Badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang 
melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor dikenai Pajak 
Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22). Tarif untuk jenis pajak ini bervariasi, 
tergantung dari pemungut, obyek, dan jenis transaksinya. 
Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan 
Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak 
yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan 
perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan 
bahkan tarifnya, Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan 
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PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 
dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’ – 
sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari 
perdagangan tersebut. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat 
penjualan maupun pembelian. 
Menurut Santoso (2005:36) mengatakan bahwa pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: 
1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan 
lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas 
penyerahan barang; 
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan 
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 
mewah. 
 
2.1.8 Pemungutan dan Obyek PPh Pasal 22 
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan 
sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, 
meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib 
Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh obyek pajak 
dalam hal ini adalah: 
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor 
barang; 
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 
pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau 
Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,, berkenaan 
dengan pembayaran atas pembelian barang; 
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3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian 
barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); 
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)atau pejabat penerbit Surat Perintah 
Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga 
yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); 
5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 
rokok, industri kertas, Industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam 
negeri; 
6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:  
a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT 
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia 
(Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi 
Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel 
(Persero); 
b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran 
atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan 
usahanya. 
7. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 
kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan 
hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; 
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8. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), 
dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor 
di dalam negeri; 
9. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, 
atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;  
10. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, 
pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari 
pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 
11. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang 
merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan 
industri antara dan industri hilir. 
12. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan 
usahanya:  
a. Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan 
perikanan; dan 
b. Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang 
bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, 
dan perikanan. 
2.1.9 Pajak Penghasilan Pasal 23 
Utang PPh 23 merupakan PPh 23 yang telah dipotong oleh pemotong 
akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan pemotongan. 
Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a), besarnya 
pungutan dibedakan antara WP yang memiliki NPWP dengan WP yang tidak 
memiliki NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada 
tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. 
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Menurut Madiasmo (2012:235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang 
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 
telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, 
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak 
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Supramono dan Damayanti (2010:85) 
menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau 
badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang 
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 
telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, 
sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa 
tertentu. 
 
2.1.10 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai  
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh pengusaha dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
Daerah Pabean. Penyerahan jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean 
yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean di dalam daerah Pabean, dan atas impor Barang Kena Pajak 
dan ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak 
(PKP).  
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Sebagaima diketahui bahwa pembangunan hanya dapat terlaksana 
dengan baik,  apabila  ditunjang  oleh  biaya  yang  cukup  tinggi  pada  kas  
negara,  untuk  itu  pajak  adalah  merupakan  sumber  penerimaan  terbesar 
dalam keuangan  negara. Pajak memegang  peranan  dalam  keuangan  negara  
lewat  tabungan  pemerintah,  ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin/biasa 
dikurangi dengan pengeluaran waktu. Peneriman dari sektor pajak retribusi, bea 
dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan. 
Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 bahwa Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang 
dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.  
Harnanto (2013 : 521 ) bahwa : “ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 
suatu, multi stage tax yang menyangkut kredit pajak setiap mata rantai 
pengadaan dan distribusi atau penyerahan barang dan jasa kena pajak.” 
Sedangkan menurut Setiawan dan Suprapti (2012 : 201) bahwa : ” Pajak 
Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan 
barang kena pajak (BKP) dan transaksi penyerahan jasa kena pajak (JKP) “. 
 
2.2 Tinjauan Empirik 
Penelitian ini mengacu dari penelitian yang pernah dialakukan oleh 
beberapa penelitian terdahu yang dapat dilihat melalui table diabawah ini: 
Tabel 2.1 Penelitian Empirik 
Penelitian  Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Mega Dwi 
Haryanti, 2012 
Mekanisme perhitungan 
dan pelaporan pajak 
penghasilan pasal 21 pada 
Kantor UPT. Dispenda 
Tingkat I Propinsi Jawa 
Timur di Sidiarjo 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa 
Kantor UPT. Dispenda Tingkat I 
Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo telah 
melakukan pemenuhan kewajiban 
pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan 
pegawai tetap sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku 
dengan memotong, menyetor, dan 
melapor besarnya PPh Pasal 21 
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Tamjiddin, 2013 Analisis pengenaan pajak 
penghasilkan pasal 21 atas 
gaji pegawai negeri sipil 
pada Dinas Kebudayaan, 
Pariwisata, Pemuda 
Olahraga Kota Banjarbaru  
 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengenaan pajak penghasilan pasal 
21 atas gaji pegawai negeri sipil pada 
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda, Olah Raga Kota Banjarbaru 
selama ini dapat dikatakan belum 
berhasil guna dan tepat guna, karena 
pihak kedinasan masih menggunakan 
dan mengacu perhitungan pada 
ketentuan Undang-Undang 
Perpajakan yang lama yaitu UU. No. 
36 tahun 2008 sedangkan yang 
terbaru adalah PMK No. 162 tahun 
2013. 
Yuni Yolanda 
Amha (2013) 
Perhitungan dan Prosedur 
Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 atas 
Pengadaan Barang Pada 
Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Deli Serdang  
Perhitungan dan prosedur 
pemotongan PPh pasal 22 atas 
pengadaan barang Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Deli Serdang 
sebagai pemungut PPh pasal 22 telah 
sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 
tahun 2008 tentang pajak penghasilan 
Siska Febriyanti 
(2013) 
Evaluasi Penerapan 
Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 23 atas 
Jasa Perawatan, 
Pemeliharaan dan 
Perbaikan Kendaraan Pada 
CV. Anugrah Multi Sarana 
Hasil dari penelitian ini yaitu CV. 
Anugerah Multi Sarana pada tahun 
2011-2012 terdapat perbedaan tarif 
pemotongan pajak penghasilan pasal 
23 peraturan perundang-undangan 
perpajakan No. 36 tahun 2008 
sehingga terdapat selisih atas 
perbedaan perhitungan tersebut 
Fetty Nur 
Rahmayanti, 
2015 
Efektivitas dan kontribusi 
penerimaan PPH Non 
migas dan PPN terhadap 
penerimaan pajak tahun 
2011-2013 (studi pada 
kantor pelayanan pajak 
pratama Surabaya 
Rungkut) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
efektivitas penerimaan PPN dari tahun 
2011 hingga 2013 mengalami 
penurunan. Adapun persentase 
sebesar 113,98% pada tahun 2011 
mengalami penurunan pada tahun 
2012 menjadi sebesar 95,37% dan 
tingkat efektivitasnya mengalami 
penurunan kembali sehingga menjadi 
sebesar 81,60% pada tahun 2013, 
tetapi kontribusi dari PPN terhadap 
total penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut selama 3 
tahun terakhir sangat baik 
 
2.3 Kerangka Pikir 
Dinas Kesehatan kabupaten Enrekang, sebagai instansi pemerintah yang 
bergerak dalam bidang kesehatan, maka perlu memperhatikan mengenai pajak 
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penghasilan atas karyawan atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak 
penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan 
lainnya yang pemungutanya telah diatur dengan Undang-Undang, sehingga 
dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara 
yang berdasarkan hukum. Begitu pula dengan Pasal 22 merupakan pajak 
penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi         
atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan 
dengan pembayaran atau penyerahan barang. Pentingnya penerapan atau 
implementasi akuntansi perpajakan atas kedua pasal yang ada pada Pajak 
Penghasilan yakni pasal 21, pasal 22, dan pasal 23, karena menyangkut 
mengenai gaji karyawan, sedangkan pajak penghasilan 22 atas pembelian 
barang oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMN dan BUMD, dan pasal 23 Pasal 
23 menyangkut pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh wajib pajak dalam negeri. Hal ini perlu diperhatikan sebagai 
pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan penerimaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah 
pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku.  
Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pikir yang dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
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2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan 
sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Rancangan penelitian 
akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, dimana 
rancangan penelitian ini dengan mengggunakan kualitatif deskriptif yakni 
mendeskripsikan mengenai penerapan akuntansi perpajakan pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Enrekang.  
 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 
berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin No.56 Kabupaten Enrekang.  Sedangkan 
waktu yang digunakan selama melakukan penelitian didperkirakan kurang lebih 
tiga bulan dimulai dari bualan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2015.  
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 
1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Enrekang, seperti sejarah berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 
struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan laporan 
keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.  
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang terkait 
dengan penelitian ini, misalnya data gaji dan data lainnya. 
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Sumber data yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung 
dengan kepala bagian, dan tenaga kerja yang menangani langsung masalah 
perpajakan. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan 
dokumen-dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu berupa 
akuntansi Pajak Penghasilan dan data lainnya yang dapat menunjang 
pembahasan ini. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan 
dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 
pengamatan  secara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data yang 
dapat menunjang pembahasan. 
2. Interview yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara secara  
langsung dengan kepala bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 
kepala bagian pembukuan dan sejumlah personil  yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
 
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 
dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberi 
suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun 
definisi operasional variabel yang dikemukakan adalah: 
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Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 
Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan 
perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan 
beserta aturan pelaksanaannya. 
Pasal 21 yaitu adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan 
terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan / jasa baik dalam hubungan 
kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh WP perorangan dalam negeri. 
Pasal 22 yaitu penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi 
pemerintah, impor, dan industri tertentu (industri rokok, industri kertas, industri 
otomotif, industri semen, industri baja, Pertamina Bulog untuk tepung terigu dan 
gula pasir). 
Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk 
usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, 
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 
Pasal 21. 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas 
pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan 
baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau 
jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. 
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3.6 Analisis Data                    
Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang 
digunakan untuk menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai  berikut: 
Analisis deskriptif dan komparatif yakni suatu analisis yang menggambarkan   
atau mendeskripsikan mengenai penerapan akuntansi perpajakan serta 
membandingkan dengan teori akuntansi yang berlaku”. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Sejarah Berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 
Berdasarkan hasil wawancara pelaku dan catatan dokumen kegiatan, 
belum diketahui secara pasti kapan berdirinya Dinas Kesehatan kabupaten 
Enrekang. Namun diperkirakan berdiri sejak tahun 1975. Pada saat itu, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Enrekang dipimpin oleh dr. Gasper. Pada awal berdirinya 
keadaan sumber daya Dinas Kesehatan masih sangat terbatas, baik dari segi 
anggaran yang tidak memadai, minimnya sarana, pelayanan kesehatan yang 
belum memadai, termasuk teknologi kedokteran yang belum maju. 
 
4.1.2 VISI & MISI 
1. Visi 
Dari hasil musyawarah semua staf / petugas kesehatan Dinas Kesehatan 
dalam menetapkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, maka ditetapkan 
Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang adalah “Enrekang Sehat Mandiri 
2013“ 
2. Misi 
Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, 
adapun Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam 
rencana stratejik adalah : 
a.  Memantapkan Manajemen Kesehatan Yang Dinamis Dan Akuntabel 
b.  Meningkatkan Jangkauan Dan Kualitas Pelayanan Yang Paripurna kepada 
Masyarakat 
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c. Memberdayakan Masyarakat dan Swasta 
d. Meningkatkan Manfaat dan Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Kesehatan 
Dalam Upaya Pemberian Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat 
e.  Meningkatkan Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Upaya 
Efisiensi, Efektifitas dan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
 4.1.3 Struktur Organisasi 
Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang merupakan wadah 
bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat. 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang, maka 
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 5 ( lima ) Bagian 
atau Bidang dan 12 (Dua Belas) Seksi. 
Bertolak dari jumlah dan jenis kewenangan aparat petugas kesehatan 
yang dijabarkan dalam bentuk tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan publik, 
maka dapat digambarkan sesuai bidang tugas dan fungsinya : 
1. Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan 
ketatalaksanaan bidang kepegawaian keuangan serta perencanaan Dinas 
Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu : 
a. Sub Bagian Perencanaan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian 
c. Sub Bagian Keuangan 
2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina dan 
mengkoordinir Kepala-Kepala Seksi dilingkup Bidang Pelayanan Kesehatan 
serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Pelayanan 
Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu : 
a. Seksi Yankes Dasar dan Rujukan 
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b. Seksi Yankes Khusus 
c. Seksi Yankes Farmasi, Makanan, Minuman dan Alkes 
3. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai 
tugas mebina dan mengkoordinir Kepala-Kepala Seksi dilingkup Bidang Bina 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta menyelenggarakan 
pembinaan dan pengembangan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya dibantu : 
a. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra 
b. Seksi Penanggulangan Penyakit 
c. Seksi Penyehatan Lingkungan. 
4. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pembinaan kesehatan keluarga Gizi dan Usia Lanjut. Dalam pelayanan 
kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu : 
a. Seksi Kesehatan Keluarga 
b. Seksi Gizi Masyarakat 
c. Seksi Kesehatan Usia Lanjut 
5. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 
membina dan Mengkoordinir Kepala-Kepala Seksi dilingkup Bidang Promosi 
Kesehatan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan 
tugasnya dibantu : 
a. Seksi JPKM dan UKS 
b. Seksi UKBM Dan PSM 
c. Seksi Promosi Kesehatan 
Berikut ini dikemukakan skema struktur organisasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang dapat dilihat melalui gambar berikut ini : 
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4.2.  Pembahasan 
4.2.1. Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan dilakukan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi 
perpajakan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. 
Sedangkan obyek pajak penghasilan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah 
pelaksanaan akuntansi pajak penghasilan pasal 21, 22 dan pasal 23, serta PPN. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 
penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang dengan teori akuntansi perpajakan, sehingga dari 
perbandingan tersebut di atas maka akan dapat diketahui apakah pelaksanaan 
perlakuan akuntansi perpajakan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan teori akuntansi perpajakan yang      
lazim berlaku. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, maka disajikan 
pelaksanaan akuntansi perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 
yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Analisis Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPh pasal 21 
a. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan 
berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan 
dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi 
sehubungan dengan pekerjaan, jabatan atau kegiatan sejenis lainnya yang 
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penelitian ini, akan 
dilakukan cara pencatatan PPh pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Namun sebelum disajikan data gaji 
pokok dan tunjangan pegawai tahun 2014 yang dapat disajikan melalui tabel 4.1 
yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. Data Gaji dan Tunjangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun 2014 
 
No. Nama Pegawai Status Gaji Pokok 
Tunjangan 
Suami Istri 
Tunjangan 
Anak 
Tunjangan Jabatan 
Struktural  Fungsional Beras 
1 Marliana Maruuni K/1 2.507.800 250.780 100.312 - 240.000 279.040 
2 Jochrati Lante K/1 2.507.800 250.780 100.312 - 240.000 279.040 
3 Rizkawati Libu K/1 2.507.800 250.780 50.156 - 240.000 209.280 
4 Hariyanti K/1 2.507.800 250.780 50.156 - 240.000 209.280 
5 Wahida Salam K/1 2.507.800 250.780 50.156 - 240.000 209.280 
6 Iin Marlia Hardi TK/0 2.507.800 250.780 - - 240.000 69.760 
7 Kartini Salati K/1 2.507.800 250.780 97.248 - 240.000 279.040 
8 Nurjanna K/1 2.431.200 243.120 97.248 - 240.000 279.040 
9 Hamidah  K/1 2.431.200 243.120 48.624 - 240.000 209.280 
10 Marwani  K/1 2.431.200 243.120 48.624 - 240.000 209.280 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 
 
             
 
4
4
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Kemudian perlu dijelaskan bahwa biaya jabatan ditentukan sebesar 5 % 
dari total gaji dan tunjangan selanjutnya iuran pensiun dikali 4,75% dari gaji dan 
tunjangan suami istri dan anak. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut 
diatas akan disajikan perhitungan PPh pasal 21 yakni untuk pegawai Marliana 
Maruuni yang dapat ditentukan melalui perhitungan berikut : 
Gaji pokok      Rp. 2.507.800 
Tunjangan suami/istri    Rp.    250.780  
Tunjangan anak    Rp.    100.312 (+) 
Jumlah     Rp. 2.858.892 
Tunjangan Jabatan : 
Struktural  Rp.      - 
Fungsional  Rp. 240.000 
Beras   Rp. 279.040 (+) 
Total Tunjangan    Rp.     279.040 (+) 
Total Gaji dan Tunjangan   Rp.  3.379.932 
Biaya jabatan   Rp. 168.897 
Iuran pensiun  Rp. 135.797 
Jumlah     Rp.    394.694 (-) 
Penghasilan Netto    Rp.  3.073.238 
Penghasilan setahun    Rp.36.878.856 
PTKP      Rp.28.350.000 (-) 
Penghasilan kena pajak   Rp.  8.528.856 
Sehingga besarnya pajak penghasilan dapat dihitung sebagai berikut : 
5 % x Rp. 8.528.856 = Rp. 426.443 
Dengan demikian pajak penghasilan yang dipotong dari Marliana Maruuni 
sebesar Rp. 426.443 atau perbulan sebesar Rp.35.537. Sehingga hasil 
perhitungan PPh pasal 21 dapat disajikan melalui tabel 4.2 yaitu sebagai berikut :  
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Berdasarkan tabel 4.2 yakni hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh 
Pasal 21) akan disajikan jurnal yaitu sebagai berikut : 
a) Jurnal saat pembayaran gaji 
Pencatatan besarnya gaji yang dilakukan oleh  Dinas Kesehatan kabupaten 
Enrekang yaitu : 
Beban gaji   Rp. 24.848.200 
Tunjangan suami istri  Rp. 2.484.820 
Tunjangan anak   Rp.    642.836 
Tunjangan jabatan fungsional Rp. 2.400.000 
Tunjangan beras   Rp. 2.232.320 
 Utang PPh Pasal 21     Rp.      318.071 
Kas       Rp. 32.290.105 
b) Jurnal saat penyetoran PPh pasal 21 dan iuran pensiun 
Pencatatan saat melakukan penyetoran ke kas dari iuran pensiun melalui 
bank yaitu : 
Utang PPh pasal 21  Rp.    318.071 
Iuran pensiun   Rp. 1.328.853  
        Kas dan bank     Rp. 1.646.924 
 
b. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
Berdasarkan hasil perlakuan akuntansi pajak penghasilan maka ditinjau 
dari Standar Akuntansi Keuangan yakni : 
a. Pengukuran  
PPh pasal 21 harus sesuai jika kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode 
berjalan dan periode sebelumnya  diakui sebagai pajak terutang dan dihitung 
dengan tarif pajak yang sedang berlaku. 
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b. Pencatatan 
Pencatatan PPh pasal 21 apabila dicatat dalam bentuk jurnal keuangan 
c. Pengungkapan 
PPh pasal 21 sudah dikelompokkan unsur-unsurnya yakni beban dan 
penghasilan, jumlah pajak yang sesuai dengan transaksi, adanya keterkaitan 
antara beban pajak dengan laba akuntansi yang dikalikan dengan tarif pajak 
yang berlaku 
d. Penyajian 
Penyajian PPh pasal 21 bila penyajian aktiva dan kewajiban pajak yang     
telah dipisahkan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan dilakukan perbandingan 
perlakuan akuntansi PPh pasal 21 menurut Dinas Kesehatan kabupaten 
Enrekang dengan PSAK yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.3. Perbandingan Perlakuan Akuntansi PPH Pasal 21 Menurut Dinas  
                 Kesehatan Kabupaten Enrekang dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Menurut Dinas Kesehatan  
Kabupaten Enrekang 
Standar Akuntansi Keuangan Ket. 
A. Pengukuran 
Dari data mengenai PPH pasal 21 yang 
telah dihitung oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang telah menerapkan 
PPH pasal 21 sesuai dengan tarif pasal 17 
UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 
A.  Pengukuran 
Menurut Standar 
Akuntansi Keuangan yang 
menyatakan bahwa 
kewajiban-kewajiban 
(aktiva), pajak kini yang 
untuk periode berjalan 
dari periode sebelumnya 
harus diakui sebagai 
pajak terutang dan 
dihitung dengan tarif pajak 
yang sedang berlaku 
 
 
 
 
 
Sama 
B. Pencatatan 
Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu : 
1) Saat membayar gaji 
     Biaya gaji dan  
     tunjangan               Rp.41.757.500 
     Utang PPh pasal 21        Rp.     318.071  
     Kas                                  Rp.32.690.105    
B. Pencatatan 
Pencatatan PPh pasal 21 
harus dicatat dalam 
bentuk jurnal keuangan 
 
 
Sama 
C. Pengungkapan 
PPh pasal 21 yang dicatat oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah 
dikelompokkan unsur-unsurnya, hal ini 
dapat dilihat dari pencatatan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah 
mengelompokkan beban dan jumlah pajak 
yang sesuai transaksi. 
 
 
C. Pengungkapan PPh  
     pasal 21 
Dalam pelaporan PPh 
pasal 21 harus 
dikelompokkan unsur-
unsurnya yaitu beban dan 
penghasilan jumlah pajak 
yang sesuai dengan 
transaksi, adanya 
keterkaitan antara beban 
pajak dan laba akuntansi 
dikalikan dengan tarif 
pajak yang berlaku.     . 
 
 
 
 
Sama 
D. Penyajian 
Dalam penyajian PPh pasal 21 sudah ada 
pemisahan kedalam laporan keuangan saat 
melaporkan SPT tahunan pasal 21 dengan 
PPh terutang yang dibayar 
D. Penyajian 
Penyajian PPh pasal 21 
bahwa penyajian aktiva 
dan kewajiban pajak yang 
telah dipisahkan  
 
 
Sama 
Sumber : Hasil olahan data 
 
2. Analisis Perlakuan Akuntansi PPh pasal 22 
Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan 
dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah baik pusat 
maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga kerja lainnya 
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dalam hal pembayaran atau penyerahan barang, sehingga dalam penelitian        
ini maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah belanja modal 
pengadaan alat farmasi. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Enrekang bahwa tanggal 24 Juli tahun 2015 terjadi pembelian alat kesehatan 
dari CV. Great Prima Abadi dengan nilai pembelian sebesar Rp.62.460.000,- 
Berdasarkan data tersebut di atas maka akan dilakukan perhitungan   
PPh pasal 22 yaitu sebagai berikut : 
             100 
Dasar pengenaan pajak =  ---------- x Rp.62.460.000    =  56.781.818 
    110 
PPN ( 10% x Rp.56.781.818)            =  5.678.182 
Pembelian barang setelah PPN        = 62.460.000 
PPh pasal 22 = 1,5% x Rp.56.781.818  = 851.727,- 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas jumlah pajak yang dipungut oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu : 
Pajak pertambahan nilai   =  Rp. 5.678.182 
PPh pasal 22    =  Rp.    851.727 
Jumlah pajak yang dipotong  =  Rp. 6.529.909 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas maka jurnal yang dibuat 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu : 
a)  Saat Pembayaran 
Jurnal saat pembayaran atas pembelian alat farmasi yaitu : 
Pembelian    Rp. 62.460.000 
Utang PPN     Rp. 5.678.182 
Utang PPh pasal 22   Rp.    851.727 
Kas dan bank              Rp. 55.930.091  
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b)  Saat penyetoran ke kas negara 
Jurnal saat penyetoran PPN dan PPh pasal 22 ke kas negara yaitu sebagai 
berikut : 
Utang PPN   Rp. 5.678.182 
Utang PPh pasal 22 Rp.    851.727 
 Kas dan bank     Rp. 6.529.909 
Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang melalui pembelian obat 
lain dan pembelian alat kesehatan dengan PT. Fuad Jaya sebesar 
Rp.62.579.250 tanggal 16 September 2015. Sehingga akan dilakukan 
perhitungan dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 22 : 
               100 
DPP =              x 62.579.250 = Rp. 56.890.227 
               110 
PPN 10 % x Rp.56.980.227 = Rp.  5.689.023 
       Rp.62.579.250 
PPh pasal 22 = Rp.56.890.227 x 1,.5 % = 853.353 
Sehingga akan dilakukan pencatatan yaitu : 
a) Saat pembayaran 
Jurnal saat pembayaran dengan pembelian obat-obatan yaitu  
 Pembelian obat-obatan dan Rp. 62.579.250 
 Pembelian perlengkapan 
  Utang PPN     Rp.  5.689.013 
  Utang PPh pasal 22    Rp.     853.353 
  Kas/Bank     Rp.56.036.874 
b) Saat penyetoran ke kas Negara 
Jurnal saat penyetoran ke kas Negara yaitu : 
 Utang PPN  Rp. 5.689.023 
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 Utang PPh pasal 22 Rp.    853.353  
  Kas/Bank    Rp. 6.542.376 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atasmaka akan dilakukan 
perbandingan perhitungan antara PPh pasal 22 dengan Standar Akuntansi 
Keuangan yang dapat disajikan melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.3. Perbandingan Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 22 menurut Dinas  
                 Kesehatan Kabupaten Enrekang dengan SAK No. 46 
Menurut Dinas Kesehatan  
Kabupaten Enrekang  
Menurut PSAK No. 46 Ket. 
A. Pengukuran 
PPh pasal 22 sesuai jika kewajiban 
(pajak) kini untuk periode berjalan 
dengan periode sebelumnya 
dialokasikan sebagai beban pajak 
terutang dan dihitung sesuai dengan 
tarif pajak yang sedang berlaku 
A.  Pengukuran 
Dari hasil analisis data yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa dalam 
kewajiban pajak untuk periode berjalan 
dan periode sebelumnya, dimana PPh 
pasal 21 yang dipotong dari reklame 
sudah diakui sebagai pajak terutang 
dan sudah dihitung sesuai dengan tarif 
PPh pasal 22 yakni 1,5% dari dasar 
pengenaan pajak 
 
 
 
Sama 
B. Pencatatan PPh pasal 22 
Pencatatan PPh pasal 22 yang 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang yakni : 
1) Saat terutang PPh pasal 22 
     Pembelian      62.460.000 
     Utang PPN                   5.678.182 
     Utang PPh pasal 22        851.727  
     Kas dan bank             55.930.091 
2) Saat penyetoran 
     Utang PPN                   5.678.182 
     Utang PPh pasal 22        851.727  
     Kas dan bank               6.529.909 
B. Pencatatan 
     Pencatatan PPh pasal 22 harus     
     dicatat dalam bentuk jurnal  
     keuangan 
 
 
 
 
Sama 
C. Pengungkapan 
Dari hasil perhitungan dan 
pencatatan PPh pasal 22 sudah 
dilakukan pengelompokkan dan 
sudah dilakukan sesuai dengan tarif 
PPh pasal 22 yang berlaku 
C. Pengungkapan  
Dalam perlakuan akuntansi PPh pasal 
22 harus dikelompokkan unsur-
unsurnya yakni dengan menjelaskan 
keterkaitan antara beban pajak dengan 
laba akuntansi dikalikan dengan tarif 
pajak yang berlaku 
 
 
Sama 
D. Penyajian 
     Penyajian Pajak PPh pasal 22 yang 
dilakukan sudah ada pemisahan 
antara aktiva dan kewajiban pajak-
pajak 
D. Penyajian 
Penyajian PPh pasal 22 harus 
dilakukan penyajian aktiva dan 
kewajiban pajak yang telah dipisahkan  
 
Sama  
Sumber : Hasil olahan data 
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3. Perlakuan akuntansi PPH pasal 23  
Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan 
yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan 
selaiun yang telah dipotong PPh pasal 21, sehingga dalam perlakuan dan 
pencatatan perlakuan akuntansi PPh pasal 23 maka yang dijadikan obyek 
penelitian ini adalah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang belanja 
pengadaan konstruksi dari CV. Indi Karya dengan nilai konstruksi yaitu sebesar 
Rp.270.000.000,- 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka akan  
dilakukan perhitungan PPh pasal 23 yang dapat ditentukan sebagai berikut : 
  100 
DPP     =   -------------  x Rp. 270.000.000   Rp. 245.454.545 
  110 
PPN =    10% x Rp.245.454.545    Rp.   24.545.455 
Pembelian setelah PPN     Rp. 270.000.000 
PPh pasal 23  = 2 % x Rp.245.454.545 = Rp.4.909.090,- 
Sehingga jumlah pajak yang dipotong oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Enrekang yaknji sebesar Rp.29.454.545, hal ini dapat diuraikan yaitu sebagai 
berikut : 
PPh pasal 23    Rp.   4.909.090 
PPN     Rp. 24.545.455 
Jumlah pajak yang dipotong  Rp. 29.454.545 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas maka jurnalnya yaitu 
sebagai berikut : 
1)  Saat memotong dan memungut PPh 23 dan PPN 
Jurnal saat memotong dan memungut PPh 23 dan PPN sebagai berikut : 
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Pengadaan konstruksi/ 
pembelian gedung kantor   Rp. 270.000.000 
 Utang PPh pasal 23    Rp.     4.909.096 
 Utang PPN     Rp.   24.545.455 
 Kas Daerah     Rp. 240.545.455 
2) Saat penyetoran ke kas negara 
Jurnal saat penyetoran PPh pasal 23 ke kas negara yaitu : 
Utang PPh pasal 23   Rp.   4.909.096  
Utang PPN     Rp. 24.545.455 
 Kas dan bank     Rp.  29.454.545 
Berdasarkan hasil pencatatan antara PPh pasal 23 yang dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, maka akan disajikan perbandingan 
perlakuan akuntansi menurut Dinas Kesehatan Enrekang dengan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK No. 46) yang dapat disajikan melalui tabel yaitu 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. Perbandingan Perlakuan Akuntansi PPh pasal 23 menurut Dinas  
                 Kesehatan Kabupaten Enrekang dengan SAK No. 46 
 
Menurut Dinas Kesehatan  
Kabupaten Enrekang 
Menurut Pernyataan PSAK No. 46 Ket. 
A. Pengukuran 
PPh pasal 23 telah dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 
sudah mengalokasikan PPh pasal 23 
sebagai pajak terutang dan sudah 
dikalikan dengan tarif pajak yang 
sedang berlaku dan tarif pajak yangt 
berlaku ditentukan 2% dari DPP 
A.  Pengukuran 
kewajiban pajak untuk periode 
berjalan dari periode sebelumnya 
harus dialokasikan sebagai pajak 
terutang dan dihitung dengan 
tarif pajak yang sedang berlaku 
 
 
Sama 
B. Pencatatan PPh pasal 23 
Pencatatan PPh pasal 23 yang diterima 
yaitu : 
1)  Saat terutang PPh pasal 23 
     Pengadaan konstruksi/ 
     Pembelian  
     gedung    270.000.000 
       Utang PPh pasal 23   4.909.090 
       Utang PPN               24.545.455 
       Kas / bank              240.545.455 
B. Pencatatan 
     Pencatatan PPh pasal 23 apabila 
     dicatat dalam bentuk jurnal  
     keuangan 
 
 
 
Sama 
C. Pengungkapan 
Dari hasil analisis data yang telah 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang menjelaskan 
sudah dilakukan pengelompokkan dan 
sudah dilakukan sesuai dengan tarif 
pajak yang berlaku 
C. Pengungkapan  
PPh pasal 23 harus 
dikelompokkan unsur-unsurnya 
yaitu beban dan penghasilan, 
jumlah pajak yang sesuai dengan 
transaksi, adanya keterkaitan 
antara beban pajak dengan laba 
akuntansi dikalikan dengan tarif 
pajak yang berlaku 
 
 
 
 
Sama 
D. Penyajian 
     Penyajian Pajak PPh pasal 23 telah 
dilakukan pemisahan antara aktiva dan 
kewajiban pajak-pajak yang telah 
dipotong 
D. Penyajian 
Penyajian PPh pasal 23 harus 
ada pemisahan penyajian aktiva 
dan kewajiban pajak  
 
Sama 
Sumber : Hasil olahan data 
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4. Perlakuan Akuntansi PPN 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak tidak langsung yang 
dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan 
jasa kena pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam perhitungan 
PPN maka diperoleh data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu 
sebagai berikut : 
1) Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung dari dari CV. Indi 
Karya sebesar Rp.270.000.000,- 
2) Belanja modal pengadaan alat farmasi dari CV. Great Prima Abadi sebesar 
Rp.62.460.000,- 
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan dilakukan perhitungan 
PPN dari setiap transaksi-transaksi yaitu sebagai berikut : 
1) Peritungan PPN Pengadaan belanja modal alat farmasi 
Perhitungan PPN belanja modal pengadaan alat farmasi dapat dilakukan 
perhitungan sebagai berikut : 
   100 
DPP   =  -------------- x  62.460.000       =   56.781.818 
    110 
PPN 10 % x Rp. 56.781.818  =     5.678.182 
Pembelian setelah PPN   =   62.460.000  
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jurnal yang dibuat oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu : 
a) Saat terjadi pembelian alat farmasi 62.460.000 
Utang PPN       5.678.182 
Kas dan bank     56.781.818 
b) Jurnal saat penyetoran PPN ke kas negara 
Jurnal penyetoran ke kas negara yang dibuat yaitu : 
57 
 
 Utang PPN    5.678.182 
 Kas dan bank     5.678.182 
2) Perhitungan PPN Belanja modal pembelian konstruksi proyek 
Perhitungan PPN belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung 
kantor yaitu sebagai beirkut : 
   100 
DPP   =  -------------- x  270.000.000       =   245.454.545 
    110 
PPN 10 % x Rp. 245.454.545  =     24.545.455 
Pembelian gedung kantor  =   270.000.000  
a)  Jurnal yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 
 Jurnal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang adalah 
sebagai berikut : 
 Pembelian konstruksi proyek       270.000.000 
  Utang PPN      24.545.455 
  Kas     245.454.545 
b)  Jurnal saat penyetoran ke kas negara 
  Utang PPN          24.545.455 
  Kas dan bank    245.454.545 
Kemudian dari uraian tersebut di atas maka akan dilakukan perbandingan 
perlakuan akuntansi PPN menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 
dengan menurut Standar Akuntansi Keuangan yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.5. Perbandingan Perlakuan Akuntansi PPN menurut Dinas Kesehatan 
                 Kabupaten Enrekang dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Menurut Dinas Kesehatan  
Kabupaten Enrekang 
Menurut Pernyataan PSAK No. 
46 
Ket 
A. Pengukuran 
PPN yang telah dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah 
diakui sebagai pajak terutang dan 
dikenakan dengan tarif PPN yang berlaku 
A.  Pengukuran 
kewajiban PPN harus diakui 
dengan pajak terutang dan 
dihitung berdasarkan tarif 
pajak yang berlaku 
 
 
Sama 
B. Pencatatan  
    a. Saat pencatatan : 
   1)  Pencatatan belanja modal pengadaan 
konstruksi/ pembelian gedung  
       Kantor      270.000.000 
             Utang PPN       24.545.455 
             Kas                 245.454.545 
    2) Pencatatan pembelian alat 
        Kesehatan 
        Pembelian alat 
        Kesehatan     62.460.000 
             Utang PPN       56.781.818 
             Kas                 567.818.118 
b. Saat penyetoran ke kas negara 
    1) Utang PPN    24.545.455   
             Kas/bank         24.545.455 
    2) Utang PPN      5.678.818 
             Kas/bank           5.678.818 
B. Pencatatan 
     Pencatatan PPN harus  
     dibuat jurnal Keuangan 
 
 
Sama 
C. Pengungkapan 
PPN yang dicatat telah dialokasikan 
sebagai beban utang dengan dan dikalikan 
dengan tarif yang berlaku  
C. Pengungkapan  
Dalam pelaporan PPN harus 
dikelompokkan unsur-
unsurnya dan harus 
dialokasikan sebagai beban 
pajak dan dikalikan dengan 
tarif yang berlaku 
 
 
Sama 
 
 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan hasil analisis mengenai perlakuan akuntansi PPN yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi PPN yang telah 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan laporan 
keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Keuangan yang dapat disajikan pada 
tabel berikut : 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis mengenai analisis implementasi akuntansi 
perpajakan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang maka 
dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Hasil analisis mengenai perhitungan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan 
PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang 
menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan pajak pneghasilan dan PPN 
yang dilakukan telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. 
2. Hasil analisis mengenai pencatatan pajak penghasilan (PPh pasal 21, 22, 23 
dan PPN) yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi yang lazim 
berlaku. 
3. Hasil analisis mengenai pelaporan pajak penghasilan (PPh pasal 21, 22, 23) 
dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang telah 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan yang 
lazim berlaku. 
 
5.2.  Saran-saran  
Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian 
dan pembahasan ini adalah sebagai berikut : 
1. Disarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dalam perlakuan 
akuntansi pajak lebih mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan 
perhitungan pajak yang sesuai dengan UU. Perpajakan No. 36 tahun 2008. 
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2. Disarankan pula agar perlunya Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang lebih 
meningkatkan pencatatan dari setiap transaksi pajak penghasilan dan pajak 
pertambahan nilai yang lebih baik guna dapat menyajikan informasi 
pelaporan transaksi perpajakan dalam laporan keuangan. 
 
 
 
63 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Abut Hilarius. 2007. Perpajakan. Buku Satu, Cetakan Pertama. Penerbit : Diaudit 
Media, Jakarta. 
 
Agoes, Soekrisno dan Estralita Trisnawati, 2007. Akuntansi Perpajakan. Penerbit 
: Salemba Empat, Jakarta 
 
Djuanda, G. & Lubis, I. 2006. Pelaporan Pajak Penghasilan, edisi revisi. Penebit : 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 
 
Fetty, Nur Rahmawati. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PPH Non 
Migas dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2011-2013 (Studi 
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut). Jurnal 
Perpajakan (Jejak) Vol. 1 No. 1 Januari 2015 
 
Gunadi, 2007. Akuntansi Pajak, edisi ketiga, cetakan pertama, Penerbit : 
Gramedia Wydia Sarana Indonesia, Jakarta 
 
Harnanto. 2013. Akuntansi Perpajakan, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit 
: BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
 
Mardiasmo. 2012. Perpajakan. edisi revisi, cetakan kedelapanbelas. Penerbit : 
Andi, Yogyakarta. 
 
Marihot, P. Siahaan. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Penerbit : Raja Grafindo 
Persada Jakarta.  
 
Mega, Dwi Haryanti. 2012. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor UPT. Dispenda Tingkat I Propinsi 
Jawa Timur Sidoarjo. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 
Surabaya 
 
Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan. Penerbit : 
Andi, Yogyakarta, 
 
Munawir, S. 2007. Pajak Penghasilan, Edisi Pertama, Penerbit : Badan 
Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta 
 
Musgrave. 2003. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. edisi Kelima, 
Penerbit : Erlangga, Jakarta.  
 
Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Penerbit : Gramedia 
Pustaka Utama Jakarta 
 
Purba Marisdi P. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan, edisi pertama, cetakan 
pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta 
 
Purwono, Hery. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Penerbit  
Erlangga, Jakarta. 
 
  
64 
 
Resmi, Siti. 2009. Perpajakan. edisi Kelima. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta 
 
Setiawan, Setu dan Eny Suprapti. 2012. Perpajakan, edisi pertama, Bayu Media 
UMM Press, Malang. 
 
Siska, Febriyanti. 2013. Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan 
Pasal 23 atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan 
Pada CV. Anugrah Multi Sarana. Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP 
 
Sukrisno, Agoes. 2010. Akuntansi Perpajakan. edisi Kedua. Penerbit : Salemba 
Empat, Jakarta. 
 
Supramono dan Damayanti, T.W. 2010. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan 
Perhitungan. Yogyakarta: Andi. 
 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan ketiga atas Undang-
Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Jakarta: PT. Cipta Bina Parama. 2008. 
 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: 
PT. Cipta Bina Parama. 2008. 
 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai, 
Jakarta: Departemen Keuangan RI 
 
Tamjiddin, 2013. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji 
Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, 
Olahraga Kota Banjarbaru. Jurnal 
 
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Buku Satu, edisi Kesembilan. Penerbit   
Salemba Empat, Jakarta. 
 
Widyatmini dan Gian Pratama Putra, 2009. Analisis Penghitungan Pajak 
Penghasilan Badan Pada dua Perusahaan Industri Jasa Telekomunikasi 
PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk. Skripsi Universitas 
Widyatama Bandung 
 
Yuni, Yolanda Amha. 2013. Perhitungan dan Prosedur Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Deli Serdang. Skripsi Politeknik Negeri Medan. 
 
Yusdianto Prabowo. 2006. Akuntansi Pajak Terapan, Penerbit : Gramedia 
Widiasarana Indonesia, Jakarta. 
 
65 
 
 
